
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan 

Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 5 1 TAHUN 2014 

TENTANG 

HARGA JUAL SARANG BURUNG WALET 
DIKABUPATENBOJONEGORO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, dinyatakan 
bahwa dasar pengenaan pajak sarang burung walet 
adalah nilai jual sarang burung walet; 

b. bahwa penentuan harga jual sarang burung walet, 
salah satunya didasarkan pada kualitas sarang 
burung walet dimaksud; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Jual 
Sarang Burung Walet di Kabupaten Bojonegoro; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada 
tanggal8Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 



Menetapkan 
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6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 15, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3804); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan 
Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 
1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan 
sarang Burung Walet; 

14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts­
rr/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Walet 
(Collocalia spp); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 
fahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI 
SARANG BURUNG 
BOJONEGORO 

TENTANG 
WALET 

HARGA JUAL 
DI KABUPATEN 
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Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Harga Jual Sarang Burung Walet 
di Kabupaten Bojonegoro. 

Pasal 2 

Jenis kualitas sarang burung walet berdasarkan produksi yang 
dihasilkan, terdiri dari : 
a. kualitas mangkuk; 
b. kualitas sudut; 
c. kualitas patahan; dan 
d . kualitas bubuk. 

Pasal 3 

(1) Harga Jual Sarang Burung Walet berdasarkan produksi yang 
dihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan 
perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang 
berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. 

(2) Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri dari : 
a. kualitas mangkuk dengan harga paling tinggi Rp. 6.000.000,- (enam 

juta rupiah) per kilogram; 
b. kualitas sudut dengan harga paling tinggi Rp. 5.500.000,- (limajuta 

lima ratus ribu rupiah) per kilogram; 
c. kualitas patahan dengan harga paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima 

juta rupiah) per kilogram; dan 
d. kualitas bubuk dengan harga paling tinggi Rp. 4 .500.000,- (empat 

juta lima ratus ribu rupiah) per kilogram. 

Pasal 4 

Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bojonegoro. 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 1 Desember 2014 

BUPATIBOJONEGORO, 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 1 Desember 2014 

ttd. 

H. SUYO TO 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 
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